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Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pemberdayaan masyarakat dalam pengemban-
gan potensi wisata Pantai Menganti Kebumen dan untuk mengetahui kebijakan yang ditera-
pkan pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. Metode penelitian yang diguna-
kan adalah metode penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai Menganti, Desa 
Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Teknik pengumpulan data dengan 
wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangulasi data. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemberdayaan masyarakat dilaksanakan 
sejak awal penerencanaan pembangunan. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh ta-
hapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengkajian (assessment), tahap perencanaan 
alternatif program atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan (im-
plementasi) program atau kegiatan, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. (2) Pemberdayaan 
dilaksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa Karangduwur dengan LMDH se-
laku pengelola objek wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut merupakan imple-
mentasi dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemben-
tukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan 
kebijakan ini dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasaran kebijakan, sumber 
daya, komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, 
kondisi sosial, ekonomi, dan politik.

Abstract
The purpose of this research is to determine community empowerment in developing tourism 
potential of Menganti Beach, Kebumen and to find out the policies implemented by the village 
government in community empowerment. n is in Menganti Beach, Karangduwur Village, Ayah 
Subdistrict, Kebumen Regency. Data collection techniques by interview, observation, and docu-
mentation. Data validity using data triangulation techniques. The results of this study indicate 
that (1) Community empowerment is carried out from the beginning of development planning. 
Empowerment is carried out based on seven stages which include the preparation stage, the as-
sessment stage, the alternative program or activity planning stage, the action plan performance 
stage, the program or activity implementation stage, the evaluation stage, and the termination 
stage. (2) Empowerment is carried out in collaboration between the Karangduwur Village Gov-
ernment and LMDH as the manager of the Menganti Beach tourist attraction. This form of 
cooperation is an implementation of the Kebumen Regency Regional Regulation Number 9 of 
2007 concerning the Establishment of Village Community Institutions and Village Community 
Institutions. The implementation of this policy is assessed based on 5 variables, namely: stand-
ard and policy objectives, resources, communication between organizations and strengthening 
activities, characteristics of implementing agents, social, economic and political conditions.
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PENDAHULUAN
Sebagai negara kepulauan dengan wilayah laut yang 

mendominasi, Indonesia memiliki wilayah pesisir yang 
sangat potensial. Wilayah Pesisir memiliki keragaman 
potensi sumber daya alam yang cukup tinggi dan sangat 
penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, ling-
kungan, dan penyangga kedaulatan bangsa (UU RI No 27 
Tahun 2007). 

Daya Tarik Wisata menurut Undang-Undang No. 10 
Tahun 2009 adalah “segala sesuatu yang memiliki keuni-
kan, keindahan, dan nilai-nilai yang berupa keaneka-ra-
gaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia 
yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan”. 
Sedang Hadiwijoyo dalam Muljadi (2009:13), mengatakan 
obyek dan daya tarik adalah suatu bentukan dan fasilitas 
yang berhubungan, yang dapat menarik minat wisatawan 
atau pengunjung untuk datang ke suatu daerah atau tempat 
tertentu. Daya tarik yang tidak atau belum dikembangkan 
merupakan sumber daya potensial belum dapat disebut se-
bagai daya tarik wisata sampai adanya suatu jenis pengem-
bangan terntentu. Obyek dan daya tarik wisata merupakan 
dasar bagi kepariwisataan.

Potensi wilayah pesisir dan laut mampu meningkat-
kan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola dan dikem-
bangkan dengan baik. Salah satu pemanfaatan wilayah pan-
tai adalah dengan kegiatan wisata. Kegiatan wisata mampu 
meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat, hal ini di-
dukung dengan UU No 10 tahun 2009 yang menyebutkan 
bahwa keberadaan objek wisata pada suatu daerah akan 
sangat menguntungkan, antara lain meningkatnya Penda-
patan Asli Daerah (PAD), meningkatkan taraf hidup masy-
arakat dan memperluas kesempatan kerja serta meningkat-
kan rasa cinta lingkungan sekaligus melestarikan alam dan 
budaya setempat.

Desa sebagai basis desentralisasi sangat beralasan 
karena sebagian masyarakat hidup dalam komunitas per-
desaan. Dalam peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 
tentang desa, desa terkelompok dalam satuan masyarakat 
hukum yang memiliki pemerintah yang otonom. Selain itu, 
desentralisasi pada tingkat desa akan meningkatkan fungsi 
pemerintah desa sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. 
Penerapan otonomi daerah melahirkan paradigma pem-
berdayaan masyarakat. Melalui paradigma ini masyarakat 
memiliki hak dan kesempatan untuk mengelola sumberda-
ya alam dengan baik dalam rangka meningkatkan kesejah-
teraan. 

Desa Karanguwur, Kecamatan Ayah, Kabupaten Ke-
bumen, merupakan salah satu desa yang telah menerapkan 
dan memanfaatkan secara baik kesempatan yang diberikan 
oleh pemerintah daerah maupun pusat. Pemerintah Desa 
Karangduwur memanfaatkan potensi yang ada di Pantai 
Menganti untuk memanfaatkan secara maksimal sebagai 
sumber mata pencaharian bagi masyarakat setempat. Lem-
baga desa yang ada juga ikut serta dalam proses pengem-
bangan potensi wisata dari Pantai Menganti tersebut, anta-
ra lain seperti Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH), 
Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Karangtaruna 
serta kelompok masyarakat seperti kelompok petani dan 
nelayan Desa Karangduwur. Melihat kondisi geografis dari 
Desa Karangduwur yang terletak di jalur pantai selatan 

Pulau Jawa serta dikelilingi oleh pegunungan, membuat 
daerah ini memiliki potensi wisata yang sangat baik. Ber-
bekal kondisi alam sekitar, Desa Karangduwur mampu me-
nawarkan objek wisata berupa Pantai yang dikelilingi oleh 
pegunungan. Hal-hal tersebut mampu menarik perhatian 
wisatawan domestik dan asing untuk datang menikmati 
keindahan alam yang disuguhkan atau sekedar mengaba-
dikan momen melalui foto. Jumlah pengunjung dari tahun 
ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2016 jumlah 
wisatawan mencapai 334.208 pengunjung, tahun 2017 se-
banyak 417.311 pengunjung, tahun 2018 sebanyak 459.815 
pengunjung, dan tahun 2019 sebanyak 467.860 pengun-
jung. (LMDH Tahun 2020). Tingginya jumlah kunjungan 
dapat berpengaruh pada lingkungan alam dari Pantai Men-
ganti. Potensi pantai yang ada perlu dijaga dan dilestarikan 
supaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Dengan 
meningkatkan sumber daya manusia (SDM) di Desa Ka-
rangduwur menjadi cara yang tepat, sehingga masyarakat 
memiliki kemampuan untuk memanfaatkan potensi terse-
but secara maksimal. Hal ini tentu tidak terlepas dari cam-
pur tangan dari pemerintah desa serta lembaga kemasya-
rakatan dalam memberdayakan masyarakat sehingga tidak 
hanya mampu meningkatkan namun juga mempertahan-
kan kesejahteraan mayarakat.

Sumodiningrat (2009:7) mengatakan, pemberda-
yaan adalah suatu proses untuk meningkatkan kemampuan 
masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimi-
liki yang tersedia di lingkungan sekitarnya untuk mening-
katkan kesejahteraan. Makna pemberdayaan menurut pe-
merintah adalah usaha mendorong masyarakat untuk bisa 
hidup mandiri, dengan tujuan meningkatkan ukuran-uku-
ran fisik dan non-fisik dalam kehidupan masyarakat (da-
lam Widiastuti, dkk. 2015: 38). Sedang Syamsul (2019:25) 
mengatakan partisipasi masyarakat merupakan bentuk 
pemberdayaan dengan pendekatan dari bawah, dikenal se-
bagai pendekatan partisipasif. Sehingga segala keputusan 
dalam kegiatan masyarakat tidak ditentukan secara sepihak 
oleh pemerintah, akan tetapi didasarkan pada masyara-
kat itu sendiri. Proses awal pemberdayaan dilakukan oleh 
Pemerintah Desa Karangduwur bersama lembaga kema-
syarakatan seperti, LMDH, Karangtaruna, RT, RW, PKK, 
kelompok tani, kelompok nelayan. Lewat lembaga tersbeut 
masyarakat diberi sosialisasi terkait potensi yang dapat di-
manfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian 
pada tahap berikutnya pemerintah desa bekerja sama den-
gan beberapa pihak yang memiliki keahlian khusus di bi-
dang-bidang tertentu untuk mengadakan pelatihan terkait 
penyelenggaraan objek wisata. Beberapa pihak yang menja-
di mitra kerja sama antara lain: Disporapar Kabupaten Ke-
bumen yang memberikan pelatihan pemandu wisata, pen-
gelolaan penginapan, dan pedagang. Kemudian, Perhutani 
memberikan pembinaan terkait pelestarian kawasan hutan, 
penerapan e-tiket, dan kebersihan. Polsek dan Koramil, 
memberikan pembinaan tentang tata kendaraan (parkir), 
dan keamanan objek wisata. Sentral Java Surfe Club (SJSC) 
memberikan pelatihan bahasa Inggris. Tim SAR lawet per-
kasa memberikan pelatihan tentang pertolongan korban 
bencana laut atau penjaga pantai. (Sumber hasil wawancara 
Kepala Desa Karangduwur, 14 Oktober 2020).

Penelitian ini Bertujuan untuk mendiskripsikan: 
(1) untuk menganalisis pemberdayaan masyarakat Desa 
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Karangduwur dalam pengembangan objek wisata Pantai 
Menganti; dan (2) untuk menganalisis kebijakan yang di-
terapkan Pemerintah Desa Karangduwur dalam pember-
dayaan masyarakat sebagai upaya pengembangan potensi 
wisata Pantai Menganti.

METODE
Metode penelitian yang digunakan adalah meto-

de penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di Pantai 
Menganti, Desa Karangduwur, Kecamatan Ayah, Kabupa-
ten Kebumen. Penetapan fokus penelitian ini adalah: (1) 
Pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa Karang-
duwur dalam upaya mengembangkan potensi wisata Pantai 
Menganti. (2) Kebijakan yang diterapkan Pemerintah Desa 
Karangduwur dalam pemberdayaan masyarakat sebagai 
upaya pengembangan potensi wisata Pantai Menganti. 
Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Keabsahan data dengan teknik triangu-
lasi data. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, 
reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 
atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat, Desa Karangduwur melakukan pembangu-
nan pada sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi 
yang ada. Namun terlaksananya program tersebut membu-
tuhkan partisipasi dari masyarakat baik dari perencanaan 
ataupun pelaksanaan. Maka dilakukan pemberdayaan ma-
syarakat supaya program-program yang akan dilaksanakan 
dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Sehingga 
nantinya mampu memberikan kesempatan kepada masy-
arakat untuk aktif baik perencanaan, pelaksanaan hingga 
evaluasinya. Hal ini berkaitan dengan pengertian pember-
dayaan menurut Sumodiningrat, pemberdayaan adalah 
suatu proses untuk meningkatkan kemampuan masyara-
kat dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki yang 
tersedia di lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan ke-
sejahteraan (Sumodiningrat, 2009:7).

Proses pemberdayaan masyarakat menurut Soekan-
to (2007:63) memiliki tahapan atau langkah yang dilaku-
kan, yakni; tahap persiapan, tahap pengkajian “assessment”, 
tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan, tahap 
performalisasi rencana aksi, tahap pelaksanaan “imple-
mentasi”, tahap evaluasi, dan tahap terminasi. Berkaitan 
dengan tahapan dan langkah yang telah disebutkan Desa 
Karangduwur melakukan pemberdayaan sebagai berikut.

Tahapan Persiapan
Pada tahapan ini ada dua tahapan yang harus di 

kerjakan yaitu pertama, penyiapan petugas yaitu tenaga 
pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh com-
munity worker dan kedua penyiapan lapangan yang pada 
dasarnya diusahakan dan dilakukan secara non-direktif. Di 
Desa Karangduwur yang bertugas melakukan pembeda-
yaan masyarakat adalah pemerintah desa dengan dibantu 
oleh lembaga dan kelompok masyarakat. Kemudian, pada 
tahap ini pemerintah desa bersama lembaga juga memban-
gun mitra kerja sama dengan pihak luar antara lain Dispo-

rapar, Perhutani, Polsek, Koramil, dan CJSC yang nantinya 
akan membantu dalam proses pemberdayaan masyarakat 
dalam khususnya peningkatan sumberd daya manusia di 
bidang pariwisata.

Tahapan Pengkajian “Assesment”

Pada proses pengkajian dapat dilakukan secara indi-
vidual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Da-
lam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masa-
lah kebutuhan yang dirasakan “feel needs” dan juga sumber 
daya yang dimiliki klien. Pada tahap ini pemerintah desa 
khususnya kepala desa mengidentifikasi bahwa kesejahte-
raan masyarakat masih dibawah rata-rata. Masyarakat yang 
sebagian besar bekerja sebagai petani, peternak dan nela-
yan memiliki kesadaran yang minim terhadap potensi yang 
ada pada desanya. Sehingga dengan melihat potensi alam 
yang ada di Pantai Menganti, kepala desa membuat peren-
canaan untuk meningkatkan sumber daya manusia sehing-
ga mampu mengembakan potensi tersebut menjadi objek 
wisata yang diharapkan mampu meningkatkan kesejahte-
raan masyarakat Desa Karangduwur. Dalam hal ini bebera-
pa hal yang perlu di perhatikan adalah terkait sumber daya 
manusia yang masih belum cukup dalam penyelenggaraan 
objek wisata, sehingga diperlukan adanya pemberdayaan 
yang tepat mengenai pemanfaatan, pengelolaan, pelaya-
nan, pelestarian  jangka panjang, pemasaran, serta mampu 
memberikan inovasi terhadap pengembangan objek wisata.

Tahap Perencanaan Alternatif Program  
atau Kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan 
“exchange agent” secara partisipatif mencoba melibatkan 
warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi 
dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini ma-
syarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif 
program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Keterlibatan 
masyarakat menjadi faktor penting dalam terlaksananya 
pengembangan potensi pariwisata. Hal ini berkaitan den-
gan tujuan dari pengembangan objek wisata yang diha-
rapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Sehingga upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dila-
kukan oleh pemerintah desa. Di Desa Karangduwur peren-
canaan program dilakukan dengan cara sosialisasi dan ke-
mudian di musyawarahkan. Usaha yang dilakukan adalah 
dengan melakukan musyawarah di lingkup yang kecil, da-
lam hal ini Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) 
menjadi pilihan pemerintah desa untuk melakukan sosia-
lisasi. Musyawarah menjadi cara yang dipilih oleh peme-
rintah desa supaya masyarakat memiliki kesempatan untuk 
memberikan tanggapan terkait permasalahan. Kemudian 
semua usulan dan tanggapan dari masyarakat ditampung 
oleh ketua RT, RW, atau perangkat desa lainnya. Cara yang 
sama juga dilakukan oleh lembaga dan kelompok masya-
rakat lain yaitu PKK, Karangtaruna, kelompok petani, dan 
kelompok nelayan. Dari hasil musyawarah tersebut dipe-
roleh permasalahan utama yaitu minimnya pengetahuan 
terkait penyelenggaraan objek wisata. Untuk mengatasi 
masalah tersebut maka diadakan pemberdayaan mengenai 
peningkatan sumber daya manusia di bidang pariwisata.
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Tahap Performalisasi Rencana Aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu ma-
sing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentu-
kan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan 
untuk mengatasi permasalahan yang ada. Di samping itu 
juga petugas membantu memformalisasikan gagasan me-
reka ke dalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya 
dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Da-
lam tahap performalisasi rencana aksi, pemerintah desa be-
kerja sama dengan beberapa pihak yang memiliki keahlian 
khusus di bidang-bidang tertentu untuk mengadakan pela-
tihan terkait penyelenggaraan objek wisata. Beberapa pihak 
yang menjadi mitra kerja sama antara lain; Disporapar Ka-
bupaten Kebumen yang memberikan pelatihan pemandu 
wisata, pengelolaan penginapan, dan pedagang. Kemudi-
an, Perhutani memberikan pembinaan terkait pelestarian 
kawasan hutan, penerapan e-tiket, dan kebersihan. Polsek 
dan Koramil, memberikan pembinaan tentang tata kenda-
raan (parkir), dan keamanan objek wisata. Sentral Java Sur-
fe Club (SJSC) memberikan pelatihan bahasa Inggris. Tim 
SAR lawet perkasa memberikan pelatihan tentang perto-
longan korban bencana laut atau penjaga pantai.

Tahap pelaksanaan “Implementasi” Program atau 
Kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan 
dapat menjaga keberlangsungan program yang telah di-
kembangkan. Kerja sama antar petugas dan masyarakat 
merupakan hal penting dalam tahapan ini karena terka-
dang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melen-
ceng saat dilapangan. Pelaksanaan program pemberdayaan 
masyarakat dalam pembangunan objek wisata dilakukan 
pada waktu yang berbeda-beda antar lembaga satu dengan 
lainnya. Pelatihan yang diberikan Disporapar dilakukan 
dua kali dalan satu tahun pada bulan Juli dan Desember. 
Kemudian Perhutani yang memberikan pelatihan dua kali 
dalam satu tahun pada musim tanam. Polsek dan Koramil 
memberikan pembinaan setahun sekali pada bulan Maret. 
Kemudian pelatihan Bahasa Inggris yang diberikan satu 
minggu sekali oleh SJSC. Kemudian pembinaan terkait ke-
amanan laut oleh Tim SAR dilakukan dengan jadwal yang 
ditentukan berdasarkan kesepakatan. Akan tetapi jadwal-
jadwal tersebut tidak bersifat mengikat dan bisa berubah 
sesuai dengan kesepakatan dengan pihak pemerintah desa. 

Tahap Evaluasi
Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan 

petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang 
berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga. 
Dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam 
jangka waktu pendek dapat membentuk suatu sistem ko-
munitas untuk pengawasaan secara internal dan jangka 
panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang 
lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang 
ada. Evaluasi oleh pemerintah desa dilakukan pada rapat 
akhir tahun, dimana dalam acara tersebut seluruh kompo-
nen masyarakat seperti lembaga dan kelompok masyarakat 
ikut dilibatkan. Dalam acara tersebut pelaksanaan program 

selama satu tahun terakhir akan dibahas termasuk di da-
lamnya terkait pemberdayaan masyarakat. Permasalahan-
permasalahan yang ditemukan akan dibahas dan diperbaiki 
dalam perencanaan program di tahun yang akan datang.
7. Tahap Terminasi. 

Tahap ini merupakan tahapan pemutu-
san hubungan secara formal dengan komunitas 
sasaran, dalam tahap ini diharapkan proyek ha-
rus segera berhenti. Pemberdayaan masyarakat 
di Desa Karangduwur masih berlanjut hingga 
saat ini. Program yang diberikan oleh beberapa 
lembaga masih dilaksanakan setiap tahunnya. 
Hal ini berkaitan dengan objek wisata Pantai 
Menganti yang diharapkan dapat menjadi desti-
nasi wisata yang dikenal dunia, sehingga perlu 
dilakukan pengembangan dengan mengikuti 
perkembangan zaman. Sejalan dengan hal terse-
but sumber daya manusia juga perlu ditingkatkan 
secara untuk menyesuaikan perkembangan yang 
ada. Maka pemberdayaan masyarakat juga perlu 
terus dilakukan.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan 
oleh Pemerintah Desa Karangduwur tidak terlepas dari 
peran lembaga masyarakat dalam membantu terlaksana-
nya program pengembangan objek wisata Pantai Menganti. 
Keterlibatan lembaga tersebut merupakan bentuk pene-
rapan kebijakan dari Peraturan Daerah Kabupaten Kebu-
men Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lemba-
ga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan 
Kelurahan. Adapun lembaga yang secara khusus ditunjuk 
untuk membantu pemerintah desa dalam pengembangan 
dan pengelolaan pariwisata adalah Lembaga Masyarakat 
Desa Hutan (LMDH) Sengkuyung Makmur. LMDH dipi-
lih sebagai lembaga yang mengurusi pariwisata karena di 
dalamnya mempunyai tujuan untuk memanfaatkan wila-
yah hutan dengan tetap menjaga pelestarian lingkungan. 
Bentuk dari implementasi tersebut dapat dianalisis dengan 
mengacu pada variabel-variabel yang mempengaruhi ki-
nerja implementasi kebijakan. Variabel ini dikemukakan 
oleh Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2016:99) 
adapun variabel-variabel dalam metode ini sebagai berikut:

Standar dan Sasaran Kebijakan

Standar dan sasaran kebijakan harus ditentukan 
dengan jelas supaya dalam pelaksanannya tidak menim-
bulkan konflik. Dalam kaitannya pemberdayaan masy-
arakat, pemerintah desa memberdayakan LMDH untuk 
membantu menjalankan programnya. Adapun standar 
yang digunakan didasarkan pada tugas lembaga kema-
syarakatan yang tertera dala Peraturan Daerah Kabupa-
ten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemben-
tukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan Pasal 7, yaitu:
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipa-

tif;
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, 

memelihara dan mengembangkan pembangunan se-
cara partisipatif;
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c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, go-
tong-royong dan swadaya masyarakat; dan

d. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyara-
kat dalam rangka pemberdayaan masyarakat

Program pengembangan objek wisata Pantai Men-
ganti membutuhkan peran serta masyarakat, hal ini ter-
masuk bagian dari pemberdayaan masyarakat sejak dini. 
Maka yang menjadi sasaran adalah masyarakat itu sendiri. 
Hal tersebut juga menjadi tujuan dari pelaksanaan program 
supaya masyarakat mampu meningkatkan kesejahteraan 
mereka secara mandiri melalui sektor pariwisata.

Sumber daya
 Variabel kedua yang mempengaruhi keberhasilan 

program ini adalah sumber daya. Keberhasilan dari pen-
gembangan objek wisata Pantai Menganti tidak hanya di-
lihat dari cara yang dilakukan dalam perencanaan dan pe-
laksanaan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa saja. 
Akan tetapi juga dari lembaga masyarakat yang membantu 
dalam penyelenggaraan tugas dari pemerintah desa sesuai 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No 9 Ta-
hun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarajatan 
Desa. Maka dari itu sumber daya dari standar kebijakan 
yang di analisis adalah Pemerintah Desa dan LMDH yang 
saling bekerjasama dalam upaya mengembangkan potensi 
objek wisata Pantai Menganti. Cara yang ditempuh adalah 
dengan meningkatkan SDM masyarakat Desa Karang-
duwur melalui pemberdayaan masyarakat.

Komunikasi  antar Organisasi dan Penguatan 
Aktivitas

 Implementasi sebuah program memerlukan du-
kungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu di-
perlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi ke-
berhasilan suatu program. Pada tahap awal pengembangan 
objek wisata Pantai Menganti, pemerintah desa memerlu-
kan lembaga untuk mengelola objek wisata secara khusus. 
Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah desa memilih 
LMDH sebagai lembaga yang mengelola objek wisata Pan-
tai Menganti. Kemudian dalam program pemberdayaan, 
pemerintah desa memiliki hubungan kerja sama dengan 
beberapa lembaga seperti; Perhutani, Disporapar, Polsek, 
Koramil, Tim SAR, dan CJSC. Lembaga tersebut berperan 
dalam memberikan pelatihan dan pembinaan kepada ma-
syarakat di beberapa bidang terkait penyelenggaraan objek 
wisata Pantai Menganti.

Karakteristik agen pelaksana.
 Terkait dengan pelaksanaanya, proses implemen-

tasi melibatkan Pemerintah Desa Karangduwur sebagai 
pembentuk lembaga kemasyarakatan, dan juga lembaga 
masyarakat yang membantu kelancaran program yang di-
laksanakan oleh pemerintah desa dengan kebijakan yang 
diterapkan. Bentuk implementasi kebijakan ini memiliki 
tujuan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat da-
lam pengembangan potensi objek wisata Pantai Menganti. 
Sehingga masyarakat Desa Karangduwur mampu mening-
katkan kemandirian dan kesejahteraanya melalui keterliba-
tan dalam penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti. 

Dalam pelaksanaanya, proses pemberdayaan masyarakat 
dimulai dengan cara sosialisasi kepada masyarakat. Kemu-
dian pada tahap berikutnya dengan melibatkan lembaga-
lembaga yang memiliki keahlian di bidang-bidang yang 
dibutuhkan dalam penyelenggaraan objek wisata. Selain 
itu pemerintah desa juga membuat suatu paguyuban seba-
gai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
Dengan dibantu oleh LMDH selaku pengelola, dibentuklah 
paguyuban warung yang memiliki fungsi dalam tata kelola 
pedagang. Melalui paguyuban tersebut masyarakat diberi-
kan kesempatan untuk terlibat langsung dalam pemanfaa-
tan kawasan objek wisata di bidang usaha dagang.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi
 Berhasil atau gagalnya kinerja implementasi kebi-

jakan dapat dinilai dari faktor eksternal dalam mendorong 
keberhasilan kebijakan publik. Pada tahap awal pemerintah 
Desa Karangduwur masih kesulitan dalam melakukan so-
sialisasi terkait perencanaan. Hal ini dikarenakan partisi-
pasi masyarakat masih sangat kecil untuk ikut serta dalam 
musyawarah yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah 
desa. Masyarakat masih memiliki kepedulian yang kecil 
terhadap pembangunan pariwasata. Sehingga pemerintah 
desa dengan dibantu lembaga kemasyarakatan merangkul 
masyarakat untuk membangun kawasan objek wisata seca-
ra bersama-sama. Dengan cara yang sama pemerintah desa 
memberdayakan lembaga dan kelompok masyarakat yang 
ada di Desa Karangduwur untuk melakukan musyawarah. 
Usaha yang dilakukan mampu memberikan hasil, dima-
na masyarakat mau ikut serta membangun secara gotong 
royong. Meskipun dalam pelaksanannya sempat terhambat 
dengan kondisi ekonomi, akan tetapi dapat teratasi dengan 
iuran swadaya yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga 
pembangunan dapat berjalan dengan lancar.

PENUTUP

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pada pelaksanan-
nya pemberdayaan dilakukan oleh pemerintah desa den-
gan dibantu lembaga dan kelompok masyarakat Desa 
Karangduwur. Kemudian melalui lembaga yang ada 
pemerintah desa memberdayakan masyarakat dengan 
cara meningkatkan wawasan dan partisipasi masyarakat 
dengan cara sosialisasi dan musyawarah. Sehingga ma-
syarakat mampu meningkatkan kemandirian dan kese-
jahteraan melalui keterlibatan secara langsung pada pe-
nyelenggaraan objek wisata. Proses pemberdayaan tidak 
terlepas dari peran lembaga pemerintah dan swasta yang 
memberikan pembinaan dan pelatihan, lembaga terse-
but antara lain; Disporapar, Perhutani, Polsek, Koramil 
dan CJSC. Pemberdayaan dilakukan berdasarkan tujuh 
tahapan yang meliputi tahap persiapan, tahap pengka-
jian (assessment), tahap perencanaan alternatif  program 
atau kegiatan, tahap performalisasi rencana aksi, tahap 
pelaksanaan (implementasi) program atau kegiatan, ta-
hap evaluasi, dan tahap terminasi; (2) Pemberdayaan di-
laksanakan dengan kerjasama antara Pemerintah Desa 
Karangduwur dengan LMDH selaku pengelola objek 
wisata Pantai Menganti. Bentuk kerjasama tersebut me-
rupakan implementasi dari Peraturan Daerah Kabupa-
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ten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pemben-
tukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga 
Kemasyarakatan Kelurahan. Penerapan kebijakan ini 
dinilai berdasarkan 5 variabel yakni: standar dan sasa-
ran kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organi-
sasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelak-
sana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan 
variabel tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan 
kebijakan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan 
kebijakan yang ada. Hal ini ditunjukkan dengan lemba-
ga dan kelompok masyarakat yang saling bekerja sama 
dengan pemerintah desa dalam mewujudkan perenca-
naan pembangunan objek wisata Pantai Menganti.

SARAN

 Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka 
saran yang dapat diberikan sebagai berikut: (1) Pemerin-
tah Desa Karangduwur sebaiknya lebih mengontrol jalan-
nya penyelenggaraan objek wisata Pantai Menganti. Tidak 
hanya terjadi pada saat rapat desa atau rapat akhir tahun. 
Sehingga informasi yang masuk terkait penyelenggaraan 
objek wisata menjadi lebih detail dan dapat segera ditan-
gani apabila ditemukan suatu permasalahan; (2) Pengelola 
sebaiknya meningkatkan intensitas rapat evaluasi yang me-
libatkan masyarakat. Sehingga ada peningkatan partisipa-
si masyarakat dalam penyelenggaraan objek wisata Pantai 
Menganti; (3) Masyarakat sebaiknya lebih berani dalam 
mengeluarkan gagasan atau ide baik di perencanaan, pelak-
saan, dan evaluasi. Sehingga masyarakat tidak cenderung 
menerima segala keputusan tanpa mengeluarkan gagasan 
atau ide mereka.
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